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RENCANA TATA RUANG PERKOTAAN BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG NOMOR : 26 TAHUN 2007

Nurahim Rasudin*)

Abstract : Settlement and construction of space has have jurisdiction since regulation of
settlement of space number 24/1992. with space regulation, we hope that civilization materialized,
compfortable, productive and sustainable. But, the most of frame above, not solid yet. With
the result that, we need some regulations to accommodate. In year 2007,  the government was
create regulation number 26/2007.  with this regulation can making regulation of space work.
It will be run if all of civil society and stake holder involve in.
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Pendahuluan
Perkembangan kota-kota di

Indonesia yang semakin pesat dewasa
ini membawa banyak perubahan pada
kondisi internal kota. Hal yang nyata
sebagai dampak dari perkembangan kota
adalah pesatnya perkembangan
penduduk perkotaan, tingginya angka
kepadatan penduduk akibat keterbatasan
lahan perkotaan dalam mengakomodasi
kepesatan perkembangan penduduk,
pesatnya perkembangan daerah
terbangun, yang pada gilirannya
menimbulkan tingginya kebutuhan akan
fasilitas dan utilitas kota termasuk
kebutuhan akan perumahan.

Semakin berkembangnya jumlah
penduduk suatu kota, maka akan semakin
beragam pula kegiatan sosial ekonomi
kota tersebut. Secara berantai,
perkembangan kegiatan sosial ekonomi
kota akan mempengaruhi perkembangan
sektor lainnya yang secara langsung
merupakan indikasi perkembangan kota

itu sendiri. Namun, perkembangan
tersebut berdampak pada tingkat
kesejahteraan penduduk atau
keberhasilan interaksi sosial ekonominya
dalam lingkungan yang lebih luas, kota
tersebut akan besar pengaruhnya
terhadap pemanfaatan ruang perkotaan.
Pesatnya perkembangan kota ini, tidak
hanya terjadi pada kota-kota besar
(metropolitan), melainkan juga kota-kota
dengan lingkup wilayah yang relatif
sedang hingga kecil.

Konteks dalam pengembangan
wilayah di Indonesia, peranan kota-kota
sedang/kecil (kota kecamatan) tidak
dapat diabaikan begitu saja, mengingat
potensinya sebagai salah satu mata rantai
perekonomian dalam mendukung
terjalinnya interaksi mutualisme antara
pusat pengembangan wilayah dengan
daerah hinterlandnya. Dengan demikian,
penataan ruang kota tidak hanya
mencakup kota-kota besar sebagai pusat
pengembangan saja, tetapi juga kota-kota
sedang atau kecil dalam banyak hal lebih
berfungsi sebagai wilayah yang
berpengaruh pada wilayah lain.
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Penataan ruang sebagai pendekatan
dalam pelaksanaan pembangunan telah
memiliki landasan hukum sejak
pemberlakuan Undang-Undang Nomor
24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.
Dengan penataan ruang diharapkan
dapat terwujud ruang kehidupan yang
aman, nyaman, produktif, dan
berkelanjutan. Tetapi hingga saat ini
kondisi yang tercipta masih belum sesuai
dengan harapan. Hal ini terlihat dari
tantangan yang terjadi terutama semakin
meningkatnya permasalahan bencana
banjir dan longsor; semakin
meningkatnya kemacetan lalu lintas di
kawasan perkotaan; belum ter-
selesaikannya masalah permukiman
kumuh; semakin berkurangnya ruang
publik dan ruang terbuka hijau di kawasan
perkotaan; serta belum terpecahkannya
masalah ketidakseimbangan perkem-
bangan antar wilayah.

Berbagai permasalahan tersebut
mencerminkan bahwa penerapan
Undang-Undang No. 24 Tahun 1992
tentang Penataan Ruang belum
sepenuhnya efektif dalam menyelesaikan
permasalahan yang ada, terutama
memberikan arahan kepada seluruh
pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan penataan ruang guna
mewujudkan ruang yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ini
merupakan latar belakang dari
penyusunan dan pemberlakuan Undang-
Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (UUPR) yang
dimaksudkan untuk memperkuat norma
penyelenggaraan penataan ruang yang
sebelumnya diatur dalam Undang-
Undang No.24 Tahun 1992 tentang
Penataan Ruang.

Adanya berbagai ketentuan baru
dalam UUPR memiliki implikasi terhadap
berbagai aspek penyelenggaraan
penataan ruang, baik aspek kelembagaan,
aspek hukum, aspek teknis, serta aspek
sosiologis. Implikasi terhadap aspek
kelembagaan mencakup implikasi
terhadap tatanan organisasi
penyelenggara pemerintahan, tata
laksana, dan kualifikasi sumber daya
manusia, baik yang bekerja pada sektor
publik (pemerintah), swasta, maupun
masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan penjelasan di atas,
tentunya aspek hukum memiliki dominan
penting dalam penyusunan penataan
ruang perkotaan. Untuk itu, dengan
adanya peraturan yang jelas akan
menciptakan suasana perkotaan yang
rapi, tertib, aman dan tentram dari
berbagai hal yang merusak citra dan
pemandangan kota.

Ruang Lingkup Tata Ruang Kota
Rencana Umum Tata Ruang Kota

secara yuridis, haruslah memuat rumusan
tentang kebijaksanaan pengembangan
kota, rencana pemanfaatan ruang kota,
rencana struktur pelayanan kota,
rencana sistem transportasi, rencana
sistem jaringan utilitas kota, rencana
fasilitas dan utilitas kota dan rencana
pengelolaan pembangunan kota dengan
rincian sebagai berikut :
a. Kebijaksanaan Pengembangan Kota,

mencakup penentuan tujuan
pengembangan kota, fungsi kota,
strategi dasar pengembangan sektor-
sektor dan bidang pembangunan,
kependudukan, intensifikasi dan
ekstensifikasi pemanfaatan ruang
kota dan pengembangan fasilitas dan
utilitas.
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b. Rencana Pemanfaatan Ruang Kota,
mencakup arahan pemanfaatan
ruang kota yang menggambarkan
lokasi intensitas tiap penggunaan,
baik untuk kegiatan fungsi primer dan
fungsi sekunder yang ada di dalam
kota sampai akhir tahun
perencanaan.

c. Rencana Struktur Tingkat Pelayanan
Kota, mencakup arahan tata jenjang
fungsi-fungsi pelayanan di dalam
kota, yang merupakan rumusan
kebijaksanaan tentang pusat-pusat
pelayanan kegiatan kota berdasarkan
jenis, intensitas, kapasitas, dan lokasi
pelayanan.

d.  Rencana Sistem Transportasi,
memuat arahan garis besar tentang
pola jaringan pergerakan arteri dan
kolektor baik fungsi primer maupun
sekunder termasuk jaringan jalan
kereta api yang ada di dalam kota
tersebut.

e. Rencana Sistem Utilitas Kota,
memuat arahan utama tentang pola
jaringan fungsi primer dan sekunder
untuk sistem jaringan air bersih,
telepon, listrik, air kotor, air limbah,
dan gas di dalam kota.

f. Rencana Fasilitas/Sarana Kota,
memuat arahan pemenuhan
kebutuhan masyarakat terhadap
fasilitas kota, mecakup fasilitas
pendidikan, fasilitas peribadatan,
fasilitas perdagangan dan jasa,
fasilitas kesehatan, fasilitas
permukiman.

g. Indikasi Unit Pelayanan Kota,
merupakan arahan mengenai
pembagian unit-unit pelayanan kota
dalam rangka penyelenggaraan
pelayanan penduduk kota.

h. Rencana Pengelolaan Pembangunan
Kota, memuat arahan tahapan
pelaksanaan program pembangunan
setiap lima tahunan selama 20 tahun,
arahan penanganan lingkungan
berupa peningkatan fungsi,
perbaikan, pembaharuan atau
peremajaan, pemugaran dan
perlindungan, manajemen perta-
nahan, arahan sumber-sumber
pembiayaan pembangunan serta
arahan bagi pengorganisasian
aparatur pelaksana pembangunan
kota.
Rencana Umum Tata Ruang Kota

disusun berdasarkan kriteria sebagai
berikut:
1. Batas Wilayah Perencanaan yaitu :

a.  Bagi kota-kota yang sudah
mempunyai status pemerintahan
seperti Kotamadya atau Kota
Administratif, wilayah pe-
rencanaan adalah keseluruhan
wilayah administrasi kota.

b. Bagi kota-kota yang belum
mempunyai status pemerintahan
seperti Kotamadya atau Kota
Administratif, wilayah pe-
rencanaan ditetapkan menurut
besaran tertentu, yaitu hektar
atau km² atau berpedoman pada
wilayah-wilayah administrasi
desa atau kelurahan.

2.  Bagi kota-kota yang sudah
mempunyai Rencana Umum Tata
Ruang Perkotaan maka rumusan
kebijaksanaan pemanfaatan ruang
sejalan dengan Rencana Umum
Tata Ruang Perkotaan yang
ditetapkan Pemerintah Pusat
dengan peraturan perundang-
undangan.
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3. Rumusan rencana lebih merupakan
Rencana Struktur pemanfaatan
ruang.

4.  Bersifat strategis dan operasional.
5.   Secara internal mampu menjamin

adanya konsistensi antara program
pembangunan sektoral atau lintas
sektoral dengan program
pembangunan daerah dalam jangka
panjang.

Sedangkan strategi dan
Kebijaksanaan Dasar pengembangan
kota merupakan arahan terhadap :
a. Kebijaksanaan Pengembangan Kota:

1) Penentuan fungsi kota;
2) Pengembangan sektor-sektor

dan bidang-bidang pembangun-
an;

3) Intensifikasi dan atau ekstensi-
fikasi pemanfaatan ruang;

4) Kependudukan, antara lain
mobilitas, fertilitas dan
mortalitas, serta distribusi
penduduk pada akhir tahun
perencanaan;

5) Pengembangan fasilitas dan
utilitas

b. Struktur Pemanfaatan Ruang Kota:
      1) Penentuan persediaan ruang

      untuk tiap komponen kota;
       2) Penentuan intensitas penggunaan

      menurut fungsi ruang, baik fungsi
     primer atau fungsi sekunder;

      3) Hubungan antar fungsi-fungsi
      kegiatan yang ada dalam kota
      yang direncanakan sampai akhir
      tahun perencanaan dengan ke
      dalaman sampai pada kawasan-
      kawasan.

c. Struktur Utama Tingkat Pelayanan
Kota :
1) Tata jenjang fungsi-fungsi

pelayanan kota;

2) Pusat-pusat pelayanan kota
berdasarkan jenis, intensitas,
kapasitas, dan lokasi.

d. Sistem Utama Transportasi :
1) Pola jaringan pergerakan arteri

dan kolektor, baik fungsi primer
maupun fungsi sekunder;

2) Pola jaringan jalan raya,
angkutan kereta api, angkutan
pelayaran baik laut, danau
maupun angkutan penyeberang-
an dan angkutan udara.

e. Sistem Utama Jaringan Utilitas Kota :
1) Air Bersih;
2) Telepon;
3) Listrik;
4) Gas;
5) Air Kotor / Drainase;
6) Air Limbah;
7) Sampah.

f.  Indikasi unit pelayanan seperti
penentuan dan pembagian unit-unit
pelayanan terhadap penduduk kota.

Pembangunan Kawasan Perkotaan
Upaya-upaya yang dilakukan dalam

pengelolaan kawasan perkotaan harus
dalam kerangka untuk mewujudkan
tujuan pembangunan kawasan
perkotaan. Antisipasi berbagai
permasalahan akibat terjadinya
perubahan fungsi ruang atau pengalihan
fungsi lahan kawasan perkotaan sebagai
akibat dari dinamika kegiatan
pembangunan kawasan menjadi
pertimbangan penting dalam mengelola
kawasan perkotaan. Selain itu upaya
untuk :
a. Mengatur pemanfaatan ruang

kawasan perkotaan guna
meningkatkan kemakmuran rakyat
dan pencegah serta menanggulangi
dampak negatif terhadap lingkungan
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alam, lingkungan buatan, dan
lingkungan sosial;

b. Meningkatkan fungsi kawasan
perkotaan secara serasi, selaras dan
seimbang antar perkembangan
lingkungan dengan tata kehidupan
masyarakat;

c.  Mencapai kualitas tata ruang
kawasan perkotaan yang optimal,
serasi, selaras dan seimbang dalam
pengembangan kualitas hidup
manusia;

d. Meningkatkan peran pemerintah dan
masyarakat termasuk dunia usaha
dalam pembangunan kawasan
perkotaan sebagai usaha bersama
sesuai dengan tatanan yang efisien,
efektif, demokratis, dan bertanggung
jawab;

e. Mendayagunakan seluruh potensi
yang dimiliki oleh pemerintah dan
masyarakat termasuk dunia usaha
dalam upaya menciptakan kawasan
perkotaan sebagai ruang kehidupan
yang serasi, selaras, seimbang, layak,
berkeadilan, berkelanjutan, dan
menunjang pelestarian nilai-nilai
sosial budaya.
Perencanaan tata ruang dengan

sebanyak mungkin melibatkan
masyarakat, sehingga rencana tata ruang
dapat dipandang sebagai “dokumen
kesepakatan” antara seluruh
stakeholders. Dengan kata lain, kita
dituntut untuk sebanyak mungkin
menerapkan “community-driven
planning”. Pembagian peran secara
proporsonal antar seluruh stakeholders
yang terlibat dalam perencanaan,
pemanfaatan ruang (pembangunan), dan
pengendalian pemanfaatan ruang dengan
memperhatikan kemampuan masing-
masing pihak. Agar seluruh stakeholders
dapat menjalankan perannya secara

optimal, perlu ditunjang dengan sistem
kelembagaan yang memadai.

Isu Strategis Penyelenggaraan
Penataan Ruang Pasca
Pemberlakuan Undang-Undang
Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penataan Ruang memuat
ketentuan-ketentuan baru bila
dibandingkan dengan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang. Ketentuan-ketentuan terbaru
tersebut terkait dalam penerapannya
adalah sebagai berikut:
1.  Pembagian kewenangan secara tegas

antara Pemerintah, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/
kota.

Pencapaian tujuan penyeleng-
garaan penataan ruang nasional
(mewujudkan ruang wilayah
Nusantara yang aman, nyaman,
produktif, dan berkelanjutan
berdasarkan Wawasan Nusantara
dan Ketahanan Nasional) menuntut
peran seluruh pemangku
kepentingan, termasuk pemerintah di
semua tingkatan. Untuk menghindari
tumpang tindih kewenangan, UUPR
menegaskan peran dari Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan pemerintah
kabupaten/kota dalam penyeleng-
garaan penataan ruang.

Penegasan kewenangan ini
berarti pula penegasan tugas
masing-masing tingkatan peme-
rintahan dalam penyelenggaraan
penataan ruang. Penerapan dari
ketentuan ini menyaratkan
pemahaman pemangku kepentingan
(termasuk pemerintah dan konsultan
perencana ruang) terhadap tugas
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masing-masing. Dengan demikian,
pemerintah di berbagai tingkatan
dapat fokus pada apa yang menjadi
tugasnya serta tidak mencampuri
substansi yang menjadi tugas
pemerintah di atas/bawahnya. Akan
tetapi, perlu diimbangi dengan
keterbukaan sikap untuk
menciptakan sinergi diantara
Pemerintah, pemerintah provinsi,
dan pemerintah kabupaten/kota,
sehingga penyelenggaraan penataan
ruang dapat mencapai hasil optimal.

2. Penegasan muatan rencana tata
ruang.

UUPR secara tegas mengatur
muatan rencana tata ruang wilayah
disemua tingkatan administrasi.
Pengaturan muatan rencana tata
ruang juga mencakup hal-hal yang
harus diperhatikan dalam
penyusunan rencana tata ruang, serta
pemanfaatan rencana tata ruang
untuk penyusunan RPJP, RPJM,
program beserta pembiayaannya,
serta sebagai landasan kegiatan
pemanfaatan ruang sekaligus
sebagai alat untuk melakukan
pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan di atas menuntut
kualitas rencana tata ruang wilayah
yang tinggi, di mana rencana tata
ruang wilayah harus memperhatikan:
a. perkembangan lingkungan

strategis (global, regional,
nasional);

b. upaya pemerataan pemba-
ngunan;

c. keselarasan pembangunan
nasional dan daerah;

d. daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup;

e. rencana tata ruang yang terkait
dengan wilayah perencanaan
(rencana tata ruang wilayah
administratif yang lebih tinggi/
lebih rendah; rencana rinci tata
ruang dari wilayah administrasi
yang lebih tinggi; serta rencana
tata ruang wilayah dari daerah
yang berbatasan);

Terkait dengan muatan
rencana, UUPR mengatur bahwa
rencana tata ruang wilayah harus
memuat:
a. tujuan , kebijakan, dan strategi

penataan ruang wilayah;
b. rencana struktur ruang yang

mencakup rencana sistem
perkotaan dan rencana sistem
jaringan prasarana utama
(transportasi, energi dan
kelistrikan, telekomunikasi, dan
sumber daya air);

c. rencana pola ruang yang
mencakup rencana pemanfaatan
ruang untuk kawasan lindung
dan kawasan budi daya;

d. penetapan kawasan strategis;
e. arahan pemanfaatan ruang

berupa indikasi program utama
jangka menengah lima tahunan
(dengan memperhatikan
kemampuan pendanaan
pemangku kepentingan);

f. arahan pengendalian peman-
faatan ruang yag mencakup
arahan perizinan, arahan insentif
dan disinsentif, indikasi arahan
peraturan zonasi, serta arahan
sanksi (administratif);

g. khusus untuk wilayah kota,
rencana tata ruang juga harus
memuat:
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1)  rencana penyediaan ruang
terbuka hijau;

2)   ruang terbuka non hijau
3)  rencana penyediaan dan

pemanfaatan jaringan
pejalan kaki, angkutan
umum, kegiatan sektor
informal, dan ruang evakuasi
bencana.

Penjelasan di atas, meng-
gambarkan betapa komprehensifnya
sebuah rencana tata ruang wilayah
harus disusun. Ini merupakan
tantangan bagi pemerintah dan para
perencana untuk menghasilkan
produk yang memenuhi “spesifikasi”
yang ditetapkan dalam UUPR.
Apabila “spesifikasi” tersebut dapat
dipenuhi, kita dapat bersikap
optimistik bahwa produk rencana
tata ruang dapat berfungsi secara
optimal sebagai acuan pembangunan
nasional dan daerah. Pengalaman
selama ini yang menunjukkan produk
rencana tata ruang tidak berfungsi
optimal mengindikasikan bahwa
produk tersebut belum sepenuhnya
memenuhi “spesifikasi” produk yang
ditetapkan dalam UUPR.

3. Sifat komplementer antara RTRWN,
RTRWP, dan RTRWK

Isu ini pada dasarnya masih
terkait dengan isu pertama dan
kedua sebagaimana tersebut di atas.
Meski demikian perlu ditegaskan
bahwa UUPR mengatur agar
muatan RTRWN, RTRWP, dan
RTRWK tidak saling tumpang tindih.
Penegasan sifat komplementer
antara RTRWN, RTRWP, dan
RTRWK dimaksudkan agar ketiga
produk rencana tersebut bersifat
saling melengkapi, sehingga apabila

“disatukan” akan membentuk
rencana tata ruang yang serasi dan
selaras antar tingkatan wilayah
administrasi. Untuk itu hal yang
harus diperhatikan adalah: substansi
yang telah diatur dalam rencana tata
ruang wilayah administrasi yang lebih
tinggi tidak diatur berbeda dalam
rencana tata ruang wilayah
administrasi di bawahnya. Dengan
kata lain, substansi yang telah diatur
dalam RTRWN harus diacu dalam
RTRWP. Sementara substansi yang
telah diatur dalam RTRWN dan
RTRWP harus diacu dalam
RTRWK.

Penerapan dari ketentuan ini
diperkirakan akan menghadapi
kendala manakala substansi yang
diatur dalam rencana tata ruang
wilayah administrasi yang lebih tinggi
tidak sejalan dengan aspirasi wilayah
administrasi yang lebih rendah.
Untuk itu, komunikasi yang intensif
antartingkatan pemerintahan dalam
proses penyusunan rencana tata
ruang merupakan tantangan yang
harus dihadapi secara efektif.

4. Penerapan standar pelayanan
minimal dalam penyelenggaraan
penataan ruang

UUPR menekankan pentingnya
penerapan standar pelayanan
minimal (SPM) dalam penyeleng-
garaan penataan ruang. Hal ini
dimaksudkan untuk menjamin
pemerintah daerah dapat
menjalankan fungsi sesuai dengan
kewenangannya dengan baik, di
samping untuk menjamin hak-hak
masyarakat dalam penyelenggaraan
penataan ruang.
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Tantangan ke depan dari
ketentuan mengenai SPM dalam
bidang penataan ruang adalah
menyusun SPM dan indikator
pencapaiannya, mensosialisasikan
kepada pemerintah daerah, serta
melakukan pengawasan terhadap
kinerja pemerintah dalam
menerapkan SPM yang telah
ditetapkan. Tantangan yang tidak
kalah pentingnya adalah meru-
muskan mekanisme pengambilalihan
kewenangan pemerintah daerah
yang tidak mampu menerapkan
SPM yang telah ditetapkan.

5. Perhatian yang lebih besar terhadap
kelestarian lingkungan hidup

Kondisi lingkungan hidup yang
tidak kunjung membaik selama
penerapan Undang-Undang No.24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang
telah mendorong kesadaran akan
pentingnya pengaturan aspek
lingkungan hidup dalam UUPR yang
baru. Di samping perhatian terhadap
daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup sebagaimana telah
disampaikan di atas, beberapa
ketentuan dalam UUPR yang terkait
dengan lingkungan hidup, antara lain,
adalah:
a. Ketentuan agar alokasi kawasan

hutan dalam satu daerah aliran
sungai (DAS) sekurang-
kurangnya 30% (tigapuluh
persen) dari luas DAS dengan
distribusi disesuaikan dengan
kondisi ekosistem DAS;

b. Ketentuan agar alokasi ruang
terbuka hijau (RTH) di kawasan
perkotaan sekurang-kurangnya
30% (tigapuluh persen) dari luas
kawasan perkotaan, di mana

2/3nya adalah RTH publik
dengan distribusi disesuaikan
dengan sebaran penduduk.

Tantangan dari penerapan ketentuan
ini adalah:

a. Kemungkinan penurunan luas
kawasan hutan dan RTH dalam
satu wilayah administrasi yang
memiliki kawasan hutan dan/
atau RTH lebih dari 30% (tiga
puluh persen) sebagaimana
disyaratkan dalam UUPR;

b. Pendistribusian kawasan hutan
dalam satu DAS yang
disesuaikan dengan kondisi
ekosistem DAS dapat berujung
pada konsentrasi kawasan hutan
di wilayah hulu;

Kesimpulan
1. Pemberlakuan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang merupakan upaya
untuk lebih mengefektifkan fungsi
penataan ruang sebagai pendekatan
strategis dalam pembangunan yang
bertujuan untuk mewujudkan ruang
kehidupan yang aman, nyaman,
produktf, dan berkelanjutan.

2. Penerapan Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang menghadapi tantangan yang
cukup berat, terutama dalam
penerapan berbagai ketentuan baru
terutama berkaitan dengan
pembagian kewenangan, perubahan
muatan rencana, penegasan hak dan
kewajiban masyarakat, pengenaan
sanksi, keterkaitan antara rencana
tata ruang dan program-program
pembangunan sektoral/wilayah,
serta batas waktu penyesuaian
rencana tata ruang wilayah dengan
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ketentuan UUPR yang baru. Untuk
mengatasi berbagai tantangan
tersebut diperlukan kesatuan tekad
para stackholders untuk
menerapkan Undang-Undang
No.26 Tahun 2007 secara konsisten.
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